KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ /2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
| PER-27/PJ/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang - a.

Mengingat : 1.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa ketentuan mengenai standar pelayanan di  tempat
pelayanan terpadu Kantor Pelayanan Pajalk telah diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderdl Pajak Nomor PER-27/PJ/2016
tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor
Pelayanan Pajak;

bahwa dalam rangka meénjamin pelayanan primia  serta
penyelenggardan pelayanan yang lebih seragam diperlulan
pengaturan atas pengelolaan pelayanan di tempat pelayanan
terpadu Kantor Pelayanan Pajal;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada
huruf a dan buruf b, perlu menctapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direlkfur
Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar
Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajalk;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negarda Republik Indonesia Nomor 5078),

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang
Penyusunan, Penetapan, dan Pencrapan Standar Pelayanan di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMEK.01/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instanst Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 284/PMEK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemeénterian Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KM.1/2015 tentang
Urajan Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;



Menétapkan

Peraturan. Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2018
tentang Pedoman Pencrapan Peraturan Menteri Keuangar Nomor
206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-27/PJ/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT

PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK.

Pasal T

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat

Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ dihapus, huruf ¢ diubah dan
ditambahkan hurtf g, b dan i, sehingga Pasal 3 berbunyi scbhagai
berikut;

(1)

Pasgal 3

Ruang lingkup pelayanan yang disclenggarakan di TPT
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a
meliputi pelayanan yang dilakukan di loket TPT, Help Desk,
dan Layanan Mandiri,

Ketentuan vang berkaitan dengan pengaturan jam pelayanan.
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) hurufl b sebagail
berikit:,

a.jam pelayanan di TPT pukul 08.00 - 16.00 waktu

setempadt;

. setiap petugas di TPT wajib melayani Wajib Pajak pada

jam pelayanan;

. Direktur Jenderal Pajak dapat mengatur jam pelayanan

selain yang dimaksud pada husufl a;

, pemberian layanan di TPT tetap dilaksanakdan pada jam

istirahat;

. dihapus;

dalam hal pelayanan pada hari keagamaan, Kepala Kantor

Wilayah DJP dapat mengatur jam pelayanan- sesuai
dengan situasi dan kondisi di wilayah kerjanya;

. Kepala KPP dapat mengatur: batas akhir waktu

pengambilan nomor anirean dalam kondisi tertentu,



(8)

()

-3 -

seperti terjadinya antrean yang diperkirakan tidak dapat
disclesaikan pada jam pelayanan;

h. pengaturan  batas akhir waktu pengambilan nomor

antrean scbagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan
dalam bentuk Berita Acal‘a.P'enutu_pan Nomor Anfrean dan
dilaperkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP;.

i, contoh format Beritas Acara Penutupan Nomor Antrean

schagaimana dimaksud pada huraf b diatur dalam
Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Dircktur Jenderal ini:

Ketentuan vang berkaitan dengan sistem  antrcan
sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
mehiputi;

a. sistem antrean di TPT dibagl menjadi:
1. antrean pelayanan di Help Desk;.
2. antrean. pejl'ayan_an_ di Loket TPT, meliputi:
a) anirean untuk penerimaan surat/permohonan; dan

b) antrean untuk Nomor Pokoek Wajib Pajalc/Pengusaha
Kena Pajak;

b. Petugas TPT harus memberikan layanan kepada Wajib
Pajak danjatau masyarakat sampal dengan antrean
teralhir.

Ketentuan vyang berkaitan dengan mekanismé pelayanan
saal ierjadinya Gangguan Teknis dan/atau Keadaan Darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d
adalah:

a. dalamy hal terjadi Gangguan Teknis, maka:

1. petugas TPT memberitahukan secara lisan kepada
Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang datang ke TPT
dan  membuat  pengumuman  tertulis  tentang
pemberitahuan adanya Gangguan Teknis;

2. petugas TPT mencrima setiap permohonan  yang
memenuni syarat ketentuan dan IMEMProses
permohonan tersebutl sccara manual serta menecrbitkan
bukti penerimaan yang pencmorannya disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku; dan

3.dalam hal Wajib Pajak menyampaikan  Surat
Pemberitahuan (SPT) dalam bentuls elektronik (e-SPT)
dan/atau membutubkan layanan elektronik lainnya,



maka SPT dan layanan tersebut diproses sctelah sistem
aplikasi berfungsi kembali

b. dalam hal terjadi Keadaan Darurat, maka:

1. pétugas TPT memberitahukan sécara lisan dan/atau
membuat pengumuman secara terfulis teniang telah
terjadinya Keadaan Darurat;

2, KPP dapat mencari tempat lain sebagail allernatif untuk
tempat pelayanan  baru  dan  segera membuat
p{-zrigumuma;n' resmi mengenal perpindahan  alamat
tersebut. | |

Pengaturan lebih lanjut yang berkaitan dengan ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) adalah scbagaimana tercantum
dalam Lampiran Tyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktiuir.Jenderal Pajak ind.,

. Ketentuan Pasal 7 huruf b dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini maka:

a.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ./2008
tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakaun;

. dihapus;

. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011

tentang Pelayanan Prima; dan

. Surat. Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2013

teritang Panduan Pelayanan Prima Dircktorat Jederal Pajak;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

. Ketentuan Pasal. 8 ditambahkan satu ayal, yekni ayat (2),
schingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1} Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai

berlaku, Keéputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
27/PJ/2003 tentang Tempat Pelayanan Terpadu pada Karnitor
Pelayanan Pajak dan keténtuan pelaksanaan  Dbidang
pelayanan lainnya, dihyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Direklur Jenderal Pajak ini
atau belum diganti dengan petunjuk pelaksanaan yang baru
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. -



(2) Penyclenggaraan pelayanan pada  Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan diatur dengan
peraturan tersendiri.

.. Mengubah Lampiran V dan Lampiran VI serta menambah
Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
27/PJ/2016 schingga menjadi scbagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Fabruari 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ONIP9700311 199503 1 002



LAMPIRAN T

PERATURAN DIREBIIUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ/2017 TENTANG
PERUBALMAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PRAJAK NOMOR PER-27/17J/2016:
TIRNTANG STANDAR PELAYANAN DI TIEMPAT
PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN
PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX
NOMOR (KEP-  /WPJ.XX/KP.XX /XXX

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR HARIAN DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX,

a. hahwa dalam rangka menjamin kelancaran petiyelenggaraan
pelayanan terhadap Wajib Pajak di Tempat Pelayanan Terpadu
Kantor Pelayanan Pajak XXX,

b. bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Secksi
Pelayanan Kantor Pelayanan Pajaly XXX;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX tentang Penunjukan
Koordinator Harian di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor
Pelayanan Pajak XXX,

1. Undang-undang Nomor 285 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanain Publik; |

3, Peratuian Menteri Keuangan Nomor 88 / PMI{.OI/QOI 3 teritang
Penyusunan, Penétapan, dan Pericrapan Standar Pelayanan di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Peraturan. Direkitur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016
teritang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu
Kantor Pelayanan Pajak. |

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX TENIANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR HARIAN DI TEMPAT PIELAYANAN
TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Menunjuk (nama pegawai}/NIP (NIP pegawai) Pangkat/Golongan
(pangkat pegawai) Jabatan (jabatan pegawai) scbagal Koordinator

Harian di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak

XXX. (Jika yang diturijuk sebagai koordinator harian hanya satu
orang)

atau

Menunjuk pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagat
Koordinator Harian di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor

Pelayanan Pajak XXX. (Jika yang ditunjuk sebagal koordinator

harian lebih dari satu orang);

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Pertama tersebut diatas, pelaksana yang ditunjuk wajib
mempci*h_ei’tikan ketentuan peraturdn peru-nc:iarl-_gmundangan yang
berlalau;

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini la’;-:141a1cu sejal
tanggal (hari bulan tahun) dengan ketentuan bahwa apabila

terdapat kekelirnan akan diaddkan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini
disampaikan kepada :

1. Kepala Kafnitor Wilayah DJP XXX

2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatithan Internal; dan

3. Para Kepala Seksi di KPP XXX.

Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana miestinya.

Ditetapkan di XXX
Pada tanggal _
Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX

{(nama Kepala Kantor)

NIP ...



LAMPIRAN

KEPUTUSAN

PELAYANAN

KIEP-

KEPALA KANTOR
PAJAK XXX  NOMOR:
JWPJ.XX]KP XX/ XXKXX TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR HARIAN DI
TEMPAT PELAYANAN TBRPADU KANTOR

PELAYANAN PAJAK XXX

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI
KOORDINATOR HARIAN TPT

No | Nama Pegawai NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan Jadwal/Periode _
1.

2. o

= N
dst -

Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX

(nama Kepala Kantor)

NIP ..,



Menimbang

Mengingat

LAMPIRAN 11

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJd /2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ /2016
TENTANG: STANDAR PELAYANAN DI 1EMPAT
PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN
PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPURLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

NOMOR KEP-  /WPJ.XX/KPXX/XXXX
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HELP DIESKE DI TPT
KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX,

. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggarasn

pelayanan terhadap Wajib Pajak di area Help Desk di Kantor
Pelayanan Pajale XXX

. bahwa dalam rangka membantu tugas dan Tungsi Kepala Scksi

Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak XXX

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnaksud pada

huraf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala

Kantor Pelayanan Pajak XXX tentang Penunjukan Petugas Help

Desk di Kantor Pelayanan Pajak XXX;

. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

. Peraluran Pemerintah Republilk Indonesia Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun

2009 tentang Pelayanan Publik;

. .Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang

Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di

Lingkungan Kementerian Keuangan;

. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016

tentang Standar Pelayanan. di Tempat Pelayanan Terpadu
Kantor Pelayanan Pajals.



Menectapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS HELP DESK DI TEMPAT PRELAYANAN
TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

Menunjuk (nama pegawai)/NIP (NIP pegawai) Pangkat/Golc)nga;n
(pangkat pegawai) Jabatan (jabatan pegawai) scbagai Petugas Help
Desk di TPT Kantor Pelayanan Pajak XXX, (Jika yang difunjuk
sebagai koordinator harian hanya satu orang)

atau

Menunjuk pegawai sehagaimana terscbut dalam lampiran schagai
Petugas Help Deésk di TPT Kantor Pelayanan Pajak XXX, (Jika yang
ditunjuk sebagal koordinator harian lebih darl satu erang);

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimalksud dalam
Diktum Pertama tersebut diatas, pelaksdna yang ditunjuk wajib
memperhalikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Keputusar Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini berlaku sejak
tanggal (hari bulan talun) dengan ketentuan bahwa apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan scbagaimana
mestinya;

Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini
disampaikan kepada :

1. Kepald Kantor Wilayah DJP XXX;

2. Kepala SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal; dan

3. Para Kepala Seksi di KPP XXX,

Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX ini
disampaikan kepada yang bersangkutan uniuk diketahul dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di XXX
Pada tahggal
Kepala Kantor Pelayanan Pajak XXX

(nama Kepala Kantor)
NIP ...



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA. KANTOR
PELAYANAN PAJAK XXX NOMOR
KEP- JWERJIXX/KP.XK /2016 TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS HELP DESK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAIL
PETUGAS HELP DESK TPT

No | Nama Pegawai T NIP Pangkat/Gol, Jabatan | J ddwcﬂ[_Pmod(,”_
= . N e

5

e - -

Kepald Kantor Pelayanan Pajak XXX

(name Kepala Kantor)
NIP ...



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREBICTUR JIENDIERAL PAJAK
NOMOR PER-Q2 /112017 TENTANG
PERUBAMAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT
PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN
PAJALK:

Contoh Format Berita Acara Penutupan Nomor Antrean
Pasal 8 ayat (2) huruf i

BERITA ACARA
PENUTUPAN NOMOR ANTREAN
Nomor: BA - v, ST SUPY o (1)

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ...., (2) dibuat Berita Acara Penutupan
Nomor Antrean sebagal berikut:

1. nomor antrean awal ..... (3) nomor antrean terakhir e (4
2. jenis layanan D (5);
3. pukul e {6);
4, alasan D (7).

Demikian berita.acara ini dibuat dengain scbenarnya.

Kepala Kantor,

(1] Diisi denngan nemor Berita Acara;

(2) Diisi dengan dcngan hari, tanggal, bulan, tahun Berita Acara dibuat;

{3) Diisi dengan nomor antrean pertama yang dlkt,luau leai;

{4) Diisi dengan nomer antrean teralhir yang dikeluarkan;

(5} Diisi dengan jenis layanan: Help Desk, Loket TPT (Loket Penerimaan
Surat/Permohonan danjatau Loket NPWP/PKP);

(6) Diisi dengan waktu penutupan nomor antrean;

(7) Diist dengan alasan penutupan nomor antrean;

(8) Diisi dengan nama Kepala KPP;

(9) Diisi dengan NIP Kepala KPP,



